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DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Menimbang ; a.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

13* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06);

16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 11).

17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
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3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6 . Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya
disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
mengembangkan kemandirian dan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serla
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

upaya
kesejahteraan
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13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diteriraa oleh setiap Desa secara merata yang
bcsarannya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa
secara nasional.

15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskman
desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap Kabupaten.

16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status desa tertinggal dan sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCLAN DANA DESA

Pasal 2
(1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun

anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 94.942.349.000,-
(sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh
dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

(3) Jumlah Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagai
penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar
per Kabupaten dibagi Jumlah Desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa SangaL Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5
Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik
dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (outputj Dana Desa dengan bobot 25%;

dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot

35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 huruf a dinilai dari perabahan rasio Pendapatan
Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio
belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap
bidang APBDes.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud pada pasal 6
huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana
desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan
barang jasa dana desa secara swakelola.
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(3) Capaian keluaran (uutput) Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari persenta.se
realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian
output dana desa,

{4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan
skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir,
dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang statistik; dan

(2) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa - {(0,10 x Zl] + (0,50 X Z2J + (0,15 x Z3] +
(0,25 x Z4}} x AF Kab.

Keterangan :
AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa
Zl = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total

Penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.
Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa

terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten
Pulang Pisau.

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap Total luas
wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten Pulang Pisau.

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.
Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.
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BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa sctiap
Daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana
Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling

lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%
(empat puluh persen) - dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%
(dua puluh persen).

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala
KPPN selalcu KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,
dengan ketentuan :
a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b.Tahap II berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen);
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c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen}; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan
wajib disampaikan pada saat penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan,

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(6) Dokumen penyaluran Danapersyaratan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).

elektronik
dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(7) Dokumen (softcopy) sebagaimana

Pasal 12
(1) Dalam penyampaian

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan
ketentuan:

rangka dokumen
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a. Tahap I berupa :
1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I

Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan

Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran

2020; dan
4. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap 1 Tahun

Anggaran 2020.
b. Tahap II berupa:

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II
Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan
Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% {tiga
puluh lima persen);

c. Tahap III berupa:
1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap

III Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan

Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
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(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) , Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) mcngacu pada peraturan yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Negeri.

(8) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 4
tercanturn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 14
(1) Pemolongan

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan
Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama
dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah
Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

(2) Pemotongan
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat
dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Dana setiapDesa Daerah

Dana Desa setiap Daerah
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Pasal 15

(1) Penyaluran dana hasil Danapemotongan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2).

Pembuat(2) Pejabat
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1J melalui penerbitan
Surat Permintaan Pembayaran.

(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar mencrbitkan Surat Perintah
Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD.

Komitmen melaksanakan

(4) Berdasarkan Perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD,

Surat Membayar

(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14.

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala
KPPN dan Bupati.

(7) Kepala KPPN
Perintah Pencairan
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada Bupati.

(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran,
Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

menyampaikan salinan
Dana penyaluran dana

Surat
hasil

12



Pasal 16
Dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati
sebagaimana dimaksud dalara Pasal 12 harus dilengkapi
dengan Surat Rekomendasi Camat yang disampaikan kepada
Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 17

(1) Format surat. dokumen. usulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 tcrcantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

{2) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
anggaran 2020, dianggarkan dalam APBDcsa Tahun 2020.

(3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan
APBDesa yang rincian lampirannya disusun dengan
menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18
(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan

pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020;

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk mcmbiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi dan/atau Kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDes.

13



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mclakukan Pembinaan,
Pemantauan dan Evaluasi dalam penetapan penggunaan
Dana Desa,

(2) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi penetapan
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastik&n Desa menggunakan Dana Desa
scsuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa
berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.

(3) Dalam rangka Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
sebagaimana dimakaud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah
Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi
kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping
Professional,

(4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi
penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa
disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku
secara berkala.

Pasal 20
Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh
Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pcrundang-undangan,

Pasal 21
Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan
penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil Audit Aparat
Pengawas Fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit
tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14



EAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 30 Januari 2020

BUPATI FULAKG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 01

Salman scsuai dengan aslinya

KEFALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PULANG PISAU,

UHING

15
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LAMP!RAM 11
PERATURAN BUPATI PULAMG P1SAU
NOMOR i TAHUN 2020
TRNTAXG
TATA CARA PEMBAGTAN DAN PEXETAPAN RINCIAN
DANA DESA T;\HUK ANCGAKAN 2020.

RINCIAN TAHAPAN PENYALUJtAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
PI KABUPATEN PUTLANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019

RINCLAN
PENYALURAN j

DANA DESA
TAHAP I

RINCIAN
PENYALURAN

DANA DESA
TAHAP II

RINCIAN
PENYALURAN
DANA DESA
TAHAP III

No. NAMA DESA PAGU DANA DESA
(RP)

iM JJM IM
HL i± ;r,i=( pp~u'A,i

KECAMATAN PANDIH BATU
204 ,116.-1001 DANDANG 1.020.5ft2.000 40ft .2.12.800 40A.232.ft00

2 TALIO 197.595.600OS7.97S.OOO 395.191.200 395.191.200
.1 PANGKOfl HTLIR 572.704 .000 3-10.0.31.600 349.OS1.600 174.540.800

PANGED:! HULL4 £83.279.000 352.311.600 353.3!1.300 176.655.SOO
322.333.2005 KANT.4N MUARA S07.083.000 322.833.200 161.416.600

6 TALIO MLAHA 1,052.465.000 420.9S6.000 42O.9S6.000 210493 000
353.345.6007 ' TALIO HULL' SS3.364.000 353.345.600 176.672.800

184,984.200S PANGKOH SARI 924.021.000 369.06ft.4QQ 369-968,400
9 SANGOANC 928.924.000 371, 569.600 371.569.600 1 A5.7R4.S00

10 PANTIK S94.299.000 357.719,600 357.719.600 17S.859.SQ0
345.380.000BELANT!SIAM11 863.4SO.OOO 345.380.000 172.690.000

12 GADABUNG 908.360.000 363.344.000 363.344.000 IS1.672.000
360.254.400131 UGLYASART 900636.000 360.251. 400 130.127.2OU

14 KANTAN DALAM 1.071.981,000 428.792.400 428.792.400 214.396.200
943.788, 00015 KAXTAX ATAS 377.515, 200 377.515.200 1 Aft.757.600

36 KARYA BF.RSAMA 1.115.933.000 446.373.200 446.373.200 223.186.60U
KECAMATAN KAHAYAN KUALA.

17 iCEMANTAX 1.390.673.000 556.269.200 556.269.200 278.134 600
330.513.60018 PAPUYU II SEL BARUNAI 848.781.000 339.513.600 169.756.800

19 KIAPAtv 1.017.599.000 407.039,600 407.039.600 205.5 l 9.ft00
20 PAPUYU 1 SRI . PASANAN 2.244.301.000 897.720.400 807.720.400 448,860.200

192.298.80021 SRI. RUNGUV 961.494.000 384.507 .600 384,697.600
22 BAHADR HI UK 841.529.000 336.611.600 336.611.600 168.305.800
23 BAHAUR TF.NGAH 1.827.608.000 731.043.200 731,043.200 •••' ~ XU. .3 '

24 BAHAUR IIULU 1.309 070 , 000 523.628.000 523.628.000 261.814.000
25 PAPUYU II SEL PUDAK 1.708.728.000 683.491,200 683,491.200 341.745.600
26 TANJUNG PERAWAN 8 5 2 . 0 0 0 340.907.200 340.907.200 170.453.6iX5
97 BAHAUR HULU PERMAI i.744.233.000 697.693, 200 697.693.200 348.846,600

422 , 044,-002S BAHAUR BATU RAYA 1.055.U 1.0U0 422.044.400 211.022.200
KECAMATAN KAKAYAN TENGAH

29 TAXJU NG SAMGALA NG 831 658.000 332.663.200 332-663.200 I66.33I.600
30 PEN DA BARANIA 859.608.000 343.843, 200 343.843.200 1?1.921.600
31 31 KIT KAW1 769.339.000 307.735.60C 307.735.600 153.S67.flOO
32 TUWUNG 7S4 085, 000 313.634.000 313.634.000 156.817 .000
33 S1 GI 818.961.000 327-5S4.4CK} o27.584.400 163.792.200
34 PETUK LJ11 S35.3S6.000 334.154. 400 334.154.400 167.077.200
35 DU KIT LIT: 917.115,000 366.S46.00O 366.846.000 1S3.423.000

317.133,60036 BAHU PALAWA 792.834.000 317.133.600 15S.566.S00
37 PAM.AKUXAN 878.825.000 351,530.000 351,530.000 175.765.000
3S BALUKON 900-284.000 360.113 600 360,113.600 180.056.800
39 BUKIT BAM BA 830.971.000 332.388.400 332.388.400 166.194.200
40 TARAWA 1.003.740.000 401.496.000 401.496.000 200.748.000

PARAIIANGAN41 1.002.225.000 400.890.000 400.490 000 200.445.000
42 BERENG RAM BANC 905.305000 362.122.000 362.122.000 181.061,000

KECAMATAN BANAMA TINGANG
43 MANEN PADURAN S2S.51S.000 331.407.200 331.407.200 165.703.600

MANEN KALEKA44 800.553.000 320.221.200 -J : J 160.110.600
45 LAWAXG URU 837.474.000 334.9S9.600 334.9S9.600 167.494.800

870.295.000 174.059.00046 HURUNG 348.1 IK.000 348. t 18.000
47 HANUA 790.566.000 316.226.400 316.226.400 158.113.200
4S RAMANG 826.490.000 330.596.000 330.596,000 165.29R.OOO
49 TAMBAK 155-599.000777,995.000 311 198.000 311.198.000
50 420.744.800 210.372.400PAHAWAN 1.051 .862.000 420.744.800
51 DOHA 999.970.000 399.9SS.000 399.9SS.000 199,994.000

177.469.400BAWAN 887.347.00052 354.938.500 354,938.800
S TT •MDANG TARUSAN 964.160.000 3S5.664.000 3S5.664.000 192.S32.000
54 PAXDAWE] 780,891.000 312.356.400 312.356.400 156.178.200

PANT.! r.r. : . . :o a.vL -ia i wn-o nv> 710.300
5A TANGKAHEN 790.45S.000 316.183.200 316.133, 200 158.091.000

855.660.000 3 - 2
'

26-1.000 171.132.00057 KASAL1 B.-VRU 342.264 .000



RTfTCDtS
PENYALURAN

DANA DESA

KTTTCIAN
PENYALURAN
DANA DESA

ETNETSH
PENYALURAN

DANA DESAPAGU DANA DESANo. NAMA DESA
flip) TAHAPI TAHAP II TAHAP HI

liM I' Rn) iRpi
w m vi !5r/(.i/no‘i)

KECAMATAK KAHAYAN HtLIR
as 532.75S.600BUMTOI 1.331.334.000 532.753.GOO 266.376.800
50 M f NTT M 1.699.964.000 679,955.600 679.9S5.600 339.992.800
60 ME NTAREN i 771.719.000 308,687,600 308.687,600 164.343,800

AXJ1R PUI.ANG PISAU61 1.583-933.000 633.573,200 633.573.300 316.78G.G00
62 ; OOHUMG 191.301.400956.507.000 oS2.602.80Q 332.602.500
63 ME NTAREN n 1.272.0SS.QQQ 508.835.200 508.S35.200 254.417,600
64 HANJAK MAJU 1 ,334.444.000 533.777. GOO 533.777.600 266,888.800

KECAMATAN MALTKtl
65 TAH.M JAYA 1.180.060.000 472.024,000 472 024.000 236.012.000

172.329.80066 PUKWODADi flii1.649.000 344.659.G0Q 344.659.600
67 WONO AGI..- NG 985.656.000 394.222.400 394.222.400 197.111.200
68 KANAM IT 13ARA7 179.840.200899.201.000 359.680,400 359.680.400
69 SE1 I3ARU TFAVU 865.910.000 346.364.000 346.364.000

347.239.800
173.182.000

70 KANAMIT S6S.0S7.O00 347, 234.800 173.617.400
71 GAKANTUNG 887.315.000 354.926, 000 354.926.000 177.463.000

197723.80072 GANDANG 9S8.6iy.000 383.447.600 383.447.600
73 RADIRJH 852.616.000 341.046.400 341.0-16.400 170-523.200
74 TAHAJ BAKU 426.073.2001.065. 183.000 426-073.200 213.036.600
75 MALIKA! BARU 838.749.000 335.499.600 335.499.600

377.75S.300
167.749.800

76 SIDODADI 944.397.000 377.758,800 1SS.S79.400
151.022.20077 KAN AM IT JAYA 755.111.000 302.044 , 400 302.044.400

78 GAN DANG BARAT 903.038.000 361.315.200 3G1.215.200
309.223.600

180.607.600
79 MAL1KU MUL-YA 773.059.000 309.223.GOO 154.61l .SQQ

KECAMATAN JABIREN RAYA
SO GARUNG 831.95S.000 333.783.200 332.783.200 166.391.600
SI 368.006.330HEN DA 920.017.000 368.006,800 184.003.400

168.303.40082 SIM PUR 841.517,000 336.606,800 336.606,800
S3 SAKAKAJANG 917.172.000 3G6.S6S.S00 366.868.800

492.738.000
183.434.400

84 JAB!REN 1,231.845.000 492.738.000 246.369.000
439 533.00035 PILANG 1.098.964.000 939,585,600 219.792.800
350.165.20086 TUMBANG NUSA S75.41S.000 350.165.200 175.032.GOO

37 TANJUNG TARUNA 1.105.037.000 442.014 ,300 442.014.300 221.007.400
KECAMATAN SEBANGAU KUALA

G8G.3G1.600
'83 PAD URANSEBANGAU 1.715.904.000 686 361.GOO 343,180.800

89 PAD U RAN MULYA 392.757.000 357.102.800 357,102.800 178,.551.400
212.064.60090 SEBANGAU MULYA 1.060.323.000 494.139 .900 424.129.200

444.433.20091 SEBANGAU FEftMAi 1.111.083.000 444.433.000 222.216.600
MEKARJAYA 329.506, 40092 S23.76S.000 329.506,400 164.753.200

837.741.00093 167.543.200SEBANGAU JAYA 335.096.400 335.096.400
SKI HAYiBAWANG04 443.468.0001.108.670.000 443.468.000 221.734,000

431.527.60095 SEE BAKAU 1 -073.819, 000 4-31.527.600 215.763.800
TOTAL 94.942.349.000 37.97H.939.dOO 37.976.939,600 IS.988.469.800
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR *• TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN

DESA
AliitHa! ; Knde. Pm ?3

2020

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau

Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau
/ ...7 /2020Nomor :

Lampiran ; 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran

Dana Desa Tahap
Tahun Anggaran 2020 di-

Pulang Pisau

Schubungan dengan telah ditetapkannya nilai Dana Desa lahun 2020 pada Desa .
. . Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020,

berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor .... Tahun 2019 tentang Tatacara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, rnaka bersama
ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa Tahap
kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

dapat terlaksana.

sehingga

(APBDesa )

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumcn-dokumcn terlampir
sebagai berikut :
1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD Tahap...(..%) (tahap

sehelumnya)',
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (tahap sehelumnya)-,
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Tahun Anggaran 2020;
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Tahun anggaran 2020;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang
Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

N1AP.161 001 107 . . . .



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAll
KECAMATAN

DESA
Alamat : Korfe Pox 73

LAPORAN REALESASIPENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
) TAHIJN 2020TAHAP (. .

DESA

JMLH
TENAGA
KBRJA

(ORANG )

PAGU /
ANGGARAN

CAPA1AN
KELUARANURAJAH

KELUARAN
VOLUME

KELUARAN
CARA

PENGADAAN
REALISAS! SISA DURASI

(HARJ )
UPAH

(RUPIAH)
NO KEGIATAN Kot.|Rp) (Rp)(Rp) (%|

i 2 3 4 5 6 7 10 n 138•(6-7) 9 12
1. PENDAPATAN

Pendapatan Transfer
Dana Dosa

1.2
1.2.1

Tahap I
Tahap II

JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA DESA
2.2 Belanja Bidang Pembangunan Desa

Kegjatan
Kegjatan
Belanja Bidang Pembinaan Kcmasyarakatan
Kegjatan
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan

2.2.1
2.2. . .
2.3
2.3.1
2.4
2 , 4.1

JUMLAH BELANJA
3. PEMBIAYAAN

Penerimaan Permbiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pcnyertaan Modal Desa
JUMLAH PEMBIAYAAN

3 1
3.2
3.2.2
JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)

,T G L . / 2 0 2 0DESA
KEPALA DESA Koordinator PPKD

( NAMA |
{ NIAP ) ( NAMA )



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALtSASl PENYERAPAN DAN CAPA1AN KELUARAN DANA DESA :
1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa.
2. Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3. Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran (misal : Pembangunan Jalan)
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran (misal : 500 meter)
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan (misal : Swakclola)
6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Anggaran (misal : 600.000.000)
7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rcalisasi (misal : 500.000.000)
8. Kolom 8 diisi dengan seiisih anlara anggaran dan realisasi ( misal : 100.000.000)
9. Kolom 9 diisi dengan presentase capaian keluaran
10. Kolom 10, II dan 12 diisi dengan diisi lianya unink kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa dan/atau kegiatan Pembangunan.
11. Kolom 11 diisi dengan kctcrangan (misal ; berapa keluaran yang lelah terlaksana (kuanlitas)).

3



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN

DESA
Alumat : Kodc Poi 73

LAPORAN PENDAIIULUAN PENGGUNAAN DANA DESA
.) TAHUN 2020TAIIAP (.. ..

DESA

Pagu Dana Desa Rp ,,

Pagu Tahap ...( %) Rp

PAGU
ANGGARAN

(Rupiah)

KODE
REKENING URAIAN VOLUME SATUAN

33 J 5
2 BELANJA
2 ; I Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa

12 1 Kegiatan
2 Kegialiin dsL ,1 2

2 2 Bidang Pclaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan2 12
Kegiatan dst2 2 2

2 3 Jiidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 __Kegia:an

Kegiatan dst
3 ]

2 3 2
1—

Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4
2 Kegiatan4 1
2 4 2 Kegiatan dst ,

I. JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (PEFISID

PEMB1AYAAN3
PENERIMAAN PEMB1AVAAN3 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya3 1 1
Pcngduaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa

3 "5

3 2 1
11. JUMLAH PEMBIAYAAN

TOTAL I Dan II

2020
Di Setujui oleh

KEPALA DESA PPKD

( ) )(
NIAP. 161 001 107 ...



PEMERINTAII KABl PATEN PULANG PISAUIBP KECAMATAN
DESA

Afamal : Kode Pus 73

SPRAT PFRNYATAA1N TANGOI NG JAWAB
Nomor /Ds-.. /2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa.
Kabupatcn Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab alas kebenaran
Laporan Realisasi serta Surat Pertangtmgjawaban Tahap.

. . . ( . . . .%) Tahun Anggaran 201

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak
menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai
ketentuan yang berlaku untilk kdengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas iungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan scsungguhnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan

Penggunaan Dana Desa (DD)

Dibuat di Desa . . .
pada tanggal,

KEPALA DESA
2020

Metarai
( )

NIAP.161 001 107
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR i TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PETAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN
DESA

KECAMATAN
TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
ANAK 0-‘23 BULANIBU HAMILJUMLAH TOTAL RUMAH

TANGGA 1.000 HPKSASARAN G1ZI KURANG/GIZI
BURUK/STUNTINGTOTAL KEK/RETI TOTAL

JUMLAH

1 TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN ( DETEKSI DINI STUNTING )
JUMLAH TOTAL

ANAK US1A I - 23 BULAN
MERAH

(TERDINDIKASI STUNTING)
HIJAU

(NORMAL)
KUNING

(RESIKO STUNTING)
SASARAN

JUMLAH

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN %JUMLAHINDIKATOR

1 PER1KSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI
3 IBU BERSAL1 N MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAAN NIKAL 3 KALI
4 MENG1KUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
5 IBU HAMIL (KEK/ RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILI KI AKSES AIR MINUM AMAN

IBU HAMIL

7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN



ANAK USIA < 12 BULAN MBNDAPAT IMUNTSASI DASAR LENGKAP1
D1TIMUANG HERAT BADAN RUT1M SKTIAP BULAN
DIUKL'R PANJANG/TINGGI BAD,AN 2 KALI DALAM SETAHUN

2
3

LAKJ-LAKI TOTALORANG TUA/PENC1ASUH MENGIKUTI KQNSLTNG GIZI BUT.ANAN4
ANAK USIA 0 23

BULAN
{0- 2 TAHUN)

KUNJUNOAN RUMAH BAGIANAK GIZI BU K LJ K /KURANG/STU NT1NG
RUMAH TANGOA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

5
6

RUMAIITANGGA ANAK 0-2 Til MEMILIKl .JEM11ATAN LAYAK
ANAKO-2 TH JEMINAN KESEHATANR
ANAK 0-2 'I’AHUN BULAN AKTA LAHIR9

Ul ORANG RTUA/ PENAGASUH MENGIKUTJ PARENTING BULANAN |PAUD|
1 ANAK >2-6 TAJLUN AKTIF UALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%ANAK >2-6 TAHUN

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA
JUMLAH IND1KATORSASARAN TINGKAT KONVERGENSIWO YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA

IBU HAM1L
2 ANAK 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAIIAN STUNTING
KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING

ALOKASI DANA | % {PERSEN]BIDANG/ KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANAWO

BIDANG PEMBANGUNAN DESA1
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT2

BUPATI PULANG PISAU,
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